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 Kekerasan seksual dalam keluarga berdampak jangka panjang, terutama bagi 

perempuan dan anak. Studi ini menganalisis penegakan hukum atas kekerasan 

seksual domestik, dengan fokus pada peran UPTD PPA Provinsi Kalimantan 

Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menemukan bahwa UPTD 

PPA berperan penting dalam pendampingan korban dan mendorong kolaborasi 

lintas sektor. Langkah penting untuk memastikan hak-hak korban terlindungi 

secara legal. Proses ini melibatkan koordinasi erat dengan kepolisian, 

khususnya Polres dan Polda, guna memastikan pelaporan kasus dapat ditangani 

secara cepat dan tepat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan pendekatan 

terpadu melalui kelima layanan ini, korban kekerasan seksual mendapatkan 

perlindungan komprehensif. Upaya menghadapi tantangan pada kualitas 

layanan dan koordinasi antarlembaga, UPTD PPA telah berupaya maksimal 

memberi layanan hukum, psikologis, dan sosial secara terpadu. Rekomendasi 

dengan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur layanan yang sensitif 

gender dan berpihak pada korban untuk mengoptimalkan perlindungan korban 

kekerasan seksual di ranah domestik. 
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 Legal Protection for Victims of Sexual Violence in the Family: A Gender 

Perspective and Case Study of UPTD-PPA. Sexual violence in the family has 

long-term impacts, especially for women and children. This study analyzes 

law enforcement on domestic sexual violence, focusing on the role of the 

UPTD PPA of East Kalimantan Province. This study uses a qualitative-

descriptive approach through observation, interviews, and documentation. 

The study found that the UPTD PPA plays an important role in assisting 

victims and encouraging cross-sector collaboration. An important step to 

ensure that victims' rights are legally protected. This process involves close 

coordination with the police, especially the Polres and Polda, to ensure that 

case reporting can be handled quickly and appropriately according to 

applicable legal procedures. With an integrated approach through these five 

services, victims of sexual violence receive comprehensive protection. In an 

effort to face challenges in service quality and coordination between 

institutions, the UPTD PPA has made maximum efforts to provide integrated 

legal, psychological, and social services. Recommendations with 

strengthening human resources and service infrastructure that are gender-

sensitive and pro-victim to optimize protection for victims of sexual violence 

in the domestic sphere. 
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Pendahuluan 

Kekerasan seksual dalam keluarga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia 

yang paling serius dan kompleks. Kekerasan ini tidak hanya mengancam keamanan domestik, terutama 

terhadap perempuan dan anak, tetapi juga berdampak luas pada kesehatan mental, kesejahteraan sosial, 

serta perkembangan generasi masa depan. Data terbaru dari Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Timur menunjukkan adanya peningkatan 

signifikan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dari tahun 2022 ke 2023. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa meskipun upaya penanganan telah dilakukan, tantangan struktural dan kultural 

dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan masih sangat besar (Nugroho, & Putri, 2022). 

Penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual dalam keluarga seringkali dihadapkan pada 

kendala yang bersifat sistemik maupun budaya (Shavira Ramadhanita, 2022). Secara struktural, 

keterbatasan sumber daya, prosedur yang panjang, dan kurangnya koordinasi antar lembaga 

menghambat proses penanganan yang cepat dan efektif. Sementara secara kultural, stigma sosial dan 

norma-norma patriarki sering membuat korban enggan melapor dan masyarakat cenderung menutup-

nutupi masalah ini. Akibatnya, korban kekerasan seksual dalam keluarga menjadi semakin rentan dan 

kurang mendapatkan keadilan yang semestinya. 

Menghadapi kenyataan tersebut, optimalisasi pendekatan hukum dan layanan perlindungan 

menjadi sebuah urgensi utama. Hal ini menuntut adanya strategi yang tidak hanya mengandalkan aspek 

penegakan hukum, tetapi juga pemberian layanan yang holistik berupa pendampingan psikologis, 

perlindungan sosial, serta edukasi kepada masyarakat luas (Ruslan & Suryaningsi, 2021). UPTD PPA 

sebagai lembaga yang berperan langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kalimantan 

Timur memiliki posisi strategis untuk melakukan perubahan tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas lapangan dalam upaya penanganan kasus 

kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kalimantan Timur serta mengevaluasi bagaimana lembaga ini dapat 

mengoptimalkan perannya dalam sistem hukum dan perlindungan sosial di wilayah tersebut. Melalui 

pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret yang mampu meningkatkan 

respons terhadap kekerasan seksual dalam keluarga, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta 

meminimalkan hambatan kultural yang selama ini menghalangi proses pemulihan korban (Aulia Vivi 

Yulianingrum, Suryaningsi Suryaningsi, Alfina, 2023). 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tantangan dan 

peluang dalam penanganan kekerasan seksual, tetapi juga menjadi dasar pengembangan kebijakan dan 

program intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya tersebut penting untuk memastikan hak-

hak korban terlindungi secara menyeluruh dan kekerasan seksual dalam keluarga dapat ditekan hingga 

seminimal mungkin. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di UPTD 

PPA Provinsi Kalimantan Timur selama Februari–Mei 2024. Teknik pengumpulan data meliputi 

wawancara mendalam dengan staf UPTD PPA, psikolog klinis, serta pengumpulan dokumen dan 

observasi partisipatif. Analisis data dilakukan melalui tahapan: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Data 

dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi tren, pola, dan perbedaan antara kasus kekerasan 

seksual dalam lingkup KDRT dan Non-KDRT selama dua tahun terakhir. 

Hasil dan pembahasan 

UPTD PPA memberikan layanan hukum kepada korban kekerasan seksual dalam keluarga, 

termasuk mendampingi proses pelaporan ke kepolisian, menyediakan shelter, layanan psikologi, hingga 

pemulihan sosial. Layanan ini mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan 

Perlindungan Perempuan dan Anak. 
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UPTD PPA Kalimantan Timur melakukan optimalisasi melalui peningkatan kualitas 

perlindungan korban, termasuk respons cepat, keamanan fisik dan mental korban, serta akses ke bantuan 

hukum. Penanganan hukum yang transparan, melalui SOP pelaporan, pencatatan kasus berbasis sistem, 

dan evaluasi berkala.Koordinasi lintas sektor, dengan instansi seperti kepolisian, Dinas Sosial, rumah 

sakit, dan LSM lokal. Pendekatan penegakan hukum oleh UPTD PPA dapat dikategorikan dalam 

pendekatan yuridis-administratif dan sosial-humanistik. Berdasarkan teori keadilan John Rawls dan 

teori pemidanaan oleh Barda Nawawi Arief, sistem perlindungan korban harus memperhatikan keadilan 

distributif dan rehabilitasi sosial. Sayangnya, masih ditemukan kendala dalam praktik lapangan, seperti 

keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan SDM, dan belum meratanya layanan di kabupaten/kota lain 

di Kalimantan Timur. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi 

dalam dua kategori utama, yaitu Kekerasan Seksual dalam lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) dan Kekerasan Seksual Non-KDRT pada tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan data yang 

dihimpun, terdapat lonjakan kasus dari total 8 kasus pada tahun 2022 menjadi 25 kasus pada tahun 

2023. Temuan menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya dalam kekerasan seksual Non-KDRT. 

Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan hukum yang lebih responsif, perlindungan korban yang 

lebih komprehensif, serta peningkatan kesadaran publik terhadap kekerasan seksual di semua ranah. 

Terjadi peningkatan kasus sebesar 212,5%, dari 8 kasus pada 2022 menjadi 25 kasus pada 2023. Tahun 

2022 tidak tercatat kasus, namun pada 2023 muncul 6 kasus, menunjukkan meningkatnya pelaporan 

atau eskalasi kasus dalam rumah tangga. Meningkat dari 8 kasus menjadi 19 kasus (kenaikan 137,5%). 

Peningkatan kasus kekerasan seksual, terutama dalam ranah Non-KDRT, dapat mencerminkan dua hal: 

meningkatnya kesadaran korban untuk melapor dan masih lemahnya pencegahan serta perlindungan 

oleh negara. Munculnya kasus KDRT pada 2023 juga menandai bahwa kekerasan tidak hanya terjadi 

di ruang publik, namun juga dalam lingkungan terdekat korban. 

Kondisi ini menuntut peran strategis dari berbagai pihak yakni Pemerintah daerah perlu 

memperkuat layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). 

Penegak hukum harus mengedepankan pendekatan yang ramah korban (Ramayanti & Suryaningsi, 

2021; Suryaningsi et al., 2021; Ur, 2021). Lembaga pendidikan dan media massa perlu melakukan 

edukasi berkelanjutan untuk mencegah kekerasan seksual. Data menunjukkan lonjakan kasus kekerasan 

seksual dalam kurun waktu satu tahun terakhir, baik dalam lingkup KDRT maupun Non-KDRT. Fakta 

ini mengisyaratkan perlunya reformasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan 

kualitas layanan bagi korban, dan edukasi masyarakat secara luas. 

Tabel 1. Layanan Hukum dan Sosial UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur 

Jenis Layanan Bentuk Intervensi Mitra Kerja Sama 

Pendampingan Hukum Pelaporan, koordinasi dengan kepolisian Polres, Polda 

Konseling Psikologi Terapi trauma, asesmen psikologis Psikolog klinis, RSUD 

Shelter/Rumah Aman Tempat perlindungan sementara Dinas Sosial, LSM 

Rehabilitasi Sosial Reintegrasi sosial, edukasi hukum dan 

gender 

Kementerian PPPA, 

Puspaga 

Mediasi dan 

Pendampingan 

Mediasi keluarga, penyelesaian non-litigasi Paralegal, Tokoh 

Masyarakat 

Sumber Data dioleh tahun 2025 

Tabel di atas menggambarkan lima jenis layanan yang disediakan UPTD PPA dalam 

menangani kasus kekerasan seksual, masing-masing dengan bentuk intervensi spesifik dan dukungan 

mitra kerja sama. Pendampingan hukum dilakukan melalui pelaporan dan koordinasi dengan aparat 

penegak hukum, seperti Polres dan Polda. Konseling psikologi melibatkan terapi trauma dan asesmen 

psikologis oleh psikolog klinis serta rumah sakit daerah (RSUD). Shelter atau rumah aman 

menyediakan tempat perlindungan sementara dengan dukungan dari Dinas Sosial dan LSM. 

Rehabilitasi sosial mencakup reintegrasi sosial dan edukasi hukum serta gender, bekerja sama dengan 
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Kementerian PPPA dan Puspaga. Terakhir, mediasi dan pendampingan meliputi mediasi keluarga dan 

penyelesaian non-litigasi melalui dukungan paralegal dan tokoh masyarakat. 

Tabel 2.  Indikator Optimalisasi Penegakan Hukum Berbasis Gender 

Kualitas Perlindungan 

Korban 

Kecepatan respons, kenyamanan 

layanan, dukungan psikososial 

Cukup optimal 

Transparansi 

Penanganan Kasus 

SOP pelaporan, dokumentasi, 

publikasi statistik secara berkala 

Perlu diperkuat 

Koordinasi Antar 

Lembaga 

MoU dengan instansi hukum, 

sosial, kesehatan, dan pendidikan 

Sudah berjalan 

Sumber Data dioleh tahun 2025 

Tabel di atas menjelaskan tiga aspek utama dalam evaluasi penanganan kasus kekerasan seksual 

oleh UPTD PPA, yaitu kualitas perlindungan korban, transparansi penanganan kasus, dan koordinasi 

antar lembaga. Kualitas perlindungan korban dinilai dari kecepatan respons, kenyamanan layanan, serta 

ketersediaan dukungan psikososial, dan hasilnya dinyatakan cukup optimal, menunjukkan bahwa 

layanan dasar sudah berjalan dengan baik meskipun masih dapat ditingkatkan. Transparansi 

penanganan kasus, yang mencakup standar operasional pelaporan, dokumentasi, dan publikasi data 

statistik secara berkala, perlu diperkuat, menandakan masih adanya kekurangan dalam keterbukaan dan 

akuntabilitas publik. Sementara itu, koordinasi antar lembaga, yang meliputi kerja sama formal melalui 

MoU dengan instansi di bidang hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sudah berjalan, menunjukkan 

adanya sinergi lintas sektor yang mendukung efektivitas layanan. 

Penanganan kekerasan seksual memerlukan sistem layanan yang responsif, transparan, dan 

terkoordinasi antar lembaga terkait. Evaluasi terhadap indikator kunci dalam pelaksanaan layanan ini 

sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang optimal serta keadilan dapat 

ditegakkan secara efektif . Berdasarkan tiga indikator utama, yaitu kualitas perlindungan korban, 

transparansi penanganan kasus, dan koordinasi antar lembaga, dapat diidentifikasi capaian dan 

tantangan dalam implementasinya. 

Pertama, kualitas perlindungan korban menjadi aspek sentral dalam penanganan kekerasan 

seksual. Indikator ini mencakup kecepatan respons, kenyamanan layanan, dan dukungan psikososial 

bagi korban. Status implementasi saat ini dinilai cukup optimal, yang berarti pelayanan telah berjalan 

dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan agar lebih responsif dan manusiawi. 

Kecepatan dalam merespons laporan dan menyediakan dukungan psikososial yang memadai 

merupakan kunci untuk meminimalisasi trauma dan meningkatkan rasa aman korban. 

Kedua, transparansi penanganan kasus menjadi indikator yang perlu diperkuat. Transparansi 

meliputi keberadaan standar operasional prosedur (SOP) pelaporan yang jelas, dokumentasi kasus yang 

rapi, serta publikasi statistik secara berkala. Transparansi ini penting agar proses penanganan dapat 

diawasi secara terbuka oleh publik dan pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas 

lembaga terkait. Saat ini, masih ditemukan kelemahan dalam aspek ini, sehingga perlu adanya upaya 

penguatan SOP, pengelolaan data yang lebih baik, serta komunikasi yang lebih terbuka kepada 

masyarakat. Ketiga, koordinasi antar lembaga merupakan fondasi utama keberhasilan layanan. 

Penanganan kekerasan seksual tidak dapat berjalan efektif tanpa sinergi antara instansi hukum, sosial, 

kesehatan, dan pendidikan. Saat ini, koordinasi ini sudah berjalan, terutama melalui MoU 

(Memorandum of Understanding) yang mengikat kerja sama lintas sektor. Meskipun demikian, 

implementasi koordinasi ini perlu terus diperbaiki agar komunikasi, pembagian tugas, dan pemanfaatan 

sumber daya dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa sistem layanan perlindungan korban 

kekerasan seksual di wilayah terkait sudah memiliki fondasi yang baik, terutama dalam hal koordinasi 

dan kualitas layanan. Namun, transparansi dalam penanganan kasus masih menjadi PR besar yang harus 

segera diatasi. Penguatan SOP dan keterbukaan informasi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan 

kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Rekomendasi yang dapat 

diajukan meliputi pengembangan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan transparan, pelatihan 

berkelanjutan bagi petugas layanan, serta penguatan kerja sama lintas sektor melalui forum koordinasi 
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rutin. Dengan demikian, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih 

optimal dan berkelanjutan. 

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga dengan pendekatan 

perspektif gender, menggunakan studi kasus di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 

Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan gender menjadi sangat penting mengingat kekerasan seksual 

dalam ranah domestik tidak hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merupakan 

manifestasi dari ketimpangan kekuasaan yang melekat dalam relasi gender tradisional di masyarakat 

(Gultom, 2024). 

Data dari UPTD PPA menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual dalam keluarga, 

yang mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem perlindungan hukum yang ada. 

Dari sisi hukum, meskipun berbagai regulasi telah disusun untuk melindungi korban, implementasinya 

masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi struktur kelembagaan maupun budaya patriarki yang 

membatasi akses korban terhadap keadilan. Dalam konteks ini, perspektif gender membantu 

mengungkap bagaimana norma sosial dan stereotip terkait peran perempuan dan laki-laki dapat 

menghambat pelaporan kasus dan proses penegakan hukum. 

Studi kasus di UPTD PPA Kalimantan Timur mengungkap bahwa lembaga ini telah menjalankan 

peran penting dalam memberikan pendampingan hukum dan layanan psikososial kepada korban. 

Namun, efektivitas perlindungan hukum seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti minimnya 

koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman aparat hukum 

terhadap isu gender dan kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak bisa 

berdiri sendiri tanpa dukungan layanan sosial yang komprehensif dan pendidikan masyarakat yang 

berkelanjutan. 

Lebih lanjut, intervensi yang berbasis gender perlu memperhatikan kebutuhan khusus korban 

perempuan dan anak, termasuk trauma psikologis, keamanan fisik, serta reintegrasi sosial. UPTD PPA, 

sebagai ujung tombak pelayanan, harus terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, seperti dengan 

kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan layanan 

holistik. Pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum dan tenaga pendamping juga menjadi 

strategi penting agar penanganan kasus kekerasan seksual dapat lebih responsif dan berkeadilan. 

Pelaksanaan sistem perlindungan korban kekerasan menjadi aspek krusial dalam memastikan hak 

dan kesejahteraan korban terpenuhi secara optimal. Evaluasi terhadap berbagai indikator dalam 

pelaksanaan layanan ini dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan yang perlu 

diperbaiki agar sistem perlindungan dapat berjalan lebih efektif. Berdasarkan indikator yang terdiri dari 

kualitas perlindungan korban, transparansi penanganan kasus, dan koordinasi antar lembaga, dapat 

diidentifikasi capaian dan tantangan yang masih dihadapi dalam praktik lapangan. 

Pertama, kualitas perlindungan korban menjadi tolok ukur utama dalam penilaian sistem. 

Indikator ini menilai aspek kecepatan respons, kenyamanan layanan, serta dukungan psikososial yang 

diberikan kepada korban. Status implementasi saat ini menunjukkan bahwa kualitas perlindungan 

korban telah berjalan dengan cukup optimal. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang signifikan 

dalam mempercepat respon terhadap laporan kekerasan, menciptakan lingkungan layanan yang ramah 

dan aman, serta memberikan dukungan psikologis yang dibutuhkan korban untuk pemulihan. Meskipun 

sudah mencapai tingkat yang baik, peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan tetap menjadi 

fokus penting agar respons terhadap korban semakin efektif dan empatik. 

Kedua, aspek transparansi dalam penanganan kasus menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan 

untuk diperkuat. Transparansi meliputi penerapan Standard Operating Procedures (SOP) pelaporan, 

dokumentasi yang akurat, serta publikasi statistik secara berkala yang terbuka untuk masyarakat dan 

pemangku kepentingan. Transparansi yang baik tidak hanya memperkuat akuntabilitas lembaga tetapi 

juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan korban. Saat ini, kelemahan 

dalam penerapan SOP dan kurang optimalnya dokumentasi serta publikasi statistik menjadi tantangan 

yang perlu diatasi untuk menjamin keterbukaan dan pengawasan yang efektif dalam penanganan kasus. 

Ketiga, indikator koordinasi antar lembaga menggambarkan sinergi lintas sektor yang sangat 

penting dalam penanganan kasus kekerasan. MoU (Memorandum of Understanding) yang telah terjalin 

antara instansi hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan menunjukkan bahwa koordinasi ini sudah 
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berjalan. Koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi, pembagian peran, serta kolaborasi 

program yang mendukung penanganan kasus secara menyeluruh. Keberadaan MoU ini menjadi pondasi 

kuat dalam memperkuat jaringan kerja dan memastikan layanan yang komprehensif bagi korban. 

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap ketiga indikator ini menunjukkan bahwa meskipun 

kualitas perlindungan dan koordinasi antar lembaga sudah berjalan cukup baik, transparansi 

penanganan kasus masih menjadi area yang perlu mendapat perhatian serius. Peningkatan transparansi 

diharapkan dapat mendorong sistem yang lebih akuntabel dan responsif, sekaligus memperkuat 

kepercayaan publik. Oleh sebab itu, penguatan SOP, perbaikan dokumentasi, serta peningkatan 

komunikasi publik terkait data penanganan kasus menjadi langkah strategis berikutnya. Dengan 

memperbaiki dan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, sistem perlindungan korban kekerasan dapat 

lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, 

sekaligus menekan angka kekerasan dalam masyarakat. 

 Secara keseluruhan, temuan riset ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban 

kekerasan seksual dalam keluarga harus diintegrasikan dengan pendekatan yang memperhatikan 

konteks sosial budaya dan gender. Penguatan sistem hukum harus berjalan beriringan dengan 

pemberdayaan korban melalui layanan pendukung dan perubahan sikap masyarakat agar stigma dan 

diskriminasi dapat diminimalisir. Dengan demikian, upaya perlindungan dapat lebih efektif dalam 

memastikan hak-hak korban terpenuhi dan kekerasan seksual dalam keluarga dapat ditekan secara 

signifikan. 

Simpulan 

Korban kekerasan seksual menjadi titik awal dari berbagai intervensi yang dirancang untuk 

memberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Intervensi ini terbagi ke dalam lima 

layanan utama yang saling terintegrasi dan bekerja sama dengan berbagai mitra strategis. Pertama, 

pendampingan hukum merupakan langkah penting untuk memastikan hak-hak korban terlindungi 

secara legal. Proses ini melibatkan koordinasi erat dengan kepolisian, khususnya Polres dan Polda, guna 

memastikan pelaporan kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat sesuai prosedur hukum yang 

berlaku. Kedua, layanan konseling psikologi bertujuan memberikan dukungan emosional dan terapi 

trauma kepada korban. Intervensi ini dilakukan oleh psikolog klinis dan fasilitas kesehatan seperti 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang membantu korban memulihkan kondisi psikologis mereka 

agar dapat bangkit dari trauma. Ketiga, untuk memberikan perlindungan fisik sementara, tersedia 

layanan shelter atau rumah aman. Tempat ini disediakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memberikan ruang aman bagi korban yang memerlukan 

perlindungan dari lingkungan yang membahayakan. Keempat, proses rehabilitasi sosial menjadi tahap 

penting dalam reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (PPPA) bersama dengan PUSPAGA menjalankan program edukasi hukum dan 

gender serta dukungan sosial agar korban dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan 

sosialnya. Terakhir, mediasi dan pendampingan menjadi alternatif penyelesaian non-litigasi yang 

melibatkan peran paralegal dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini membantu mengatasi konflik 

keluarga dengan cara yang lebih damai dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dengan 

pendekatan terpadu melalui kelima layanan ini, korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan 

komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga psikologis, sosial, dan kultural. 

Hal ini menjadi fondasi penting dalam upaya memberantas kekerasan seksual serta memperkuat 

keadilan dan kesejahteraan korban. UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan upaya 

nyata dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam keluarga. Namun, 

untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan 

dukungan kebijakan yang lebih tegas dan berpihak pada korban. 
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